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1. Ketersediaan,
Pemerataan, Mutu
Obat dan
Keterjangkauan
Harga Obat Serta
Perbekalan
Kesehatan

1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatalt, reagensia dan
vaksin skala kabupaten.

2. a. Penga-rnbilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan.

b. Pemeriksaan seternpat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.

c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman prodriksi rumah tangga.

d. Sertifrkasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I.

2. a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK d.an Influstri Kecit Obat Tradisional [KOT).

b.Pemberi an izrn apotik, toko obat.

4. Obat dan
Perbekalan
Kesehatan

5. Pemberdayaan
Masyarakat

Pemberdayaan
Individu, Keluarga dan
Masyarakat
Berperilaku Hidup
Sehat dan
Pengembangal UPaYa
Kesehatan
Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM)

Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten.

1. Kebijakan Penyelenggaraart, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.Manajemea
Kesehatan

2.

2. Penelitian dan
Pengembangan
Kesehatan

1 a. Penyelenggaraa-n penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan
kebijakan kabupaten.

b- Pengeiolaan surkesd.a skala kabupaten.

c.Ilnplementasi penapisan Iptek di bidang pelaya4an kesehatal skala kabupaten.
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3. Kerjasama Luar
Negeri

Penyelen ggaraal kerj asam a lu ar ne geri skala kabup aten.

4. Peningkatan
Pengawasan dan
Akuntabilitas

Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten.

5. Pengembangan 
.

Sistem Informasr
Kesehatan (SIK)

Pengelolaan SIK skala kabupaten.
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C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN U1VIUM

SI'B BIDANG SUB SUB BTDANG PEMERTNTAIIAN I(ABIIPATEN TAPIN

1. Sumber DaYa Air 1. Pengaturan 1. Penetapal kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten

2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai da-lam satu kabupaten.

3. Penetapa-n rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayaI. sunqai dalam. satu kabupaten.

4. Penetdpan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalarn satu
kabupaten.

5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada
wilayah sungai dalam satu kabupaten.

6. Perrbentukan komisi irigasi kabupaten

2. Pembinaan Penetapan dan pem.berian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan
sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.

Penetapan d.an pemberian izin penyediaarr, peruntukan, penggurraan, dan pengusahaan air tanatr.

Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan surnber daya air
pada wilayatr sungai dalam satu kabupaten.

Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau
dan/atau salural irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder
berada dulury satu kabupaten.

2

3

5

6

Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya

Pemberdal'aan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten,

peinbongkaran bangunan
dalam daerah irigasi yang

air tingkat kabupaten.
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St,B BIDANG SUB SUB BIDANG

Pembangurrar-l
Pengelolaarr-

a
J. 1. Konservasl sumber d,aya a:r pada wriayafr sunga-] da-Ialn satu kabupaten.

2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.

3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten.

4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber day4 air tingkat kabupaten.

5. pembangurran dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah. irigasi dalarn satu

kabuPaten-

6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi
dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha.

7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilaya.L sungai

dalam satu kabuPaten.

4. Pengawasan dan
Pengendalian

Pengawasan Pengelolaan

1. Pengaturan Pengaturan jalan kabuPaten :

a.Perumusan kebijakan penyelerrggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan
kebijakan nasional di bidang jala- dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar
kawasan-

b.Penyusunan pedomarr operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota-

c.Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota-

d..Pen5rusunan perencanaar:t umum dan pembiayaan jaringan jalrn kabupaten/desa dan jalan kota-

2. Bina Marga

2. Pembinaa;i-t 1. Pembinaan kabu
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a- Pemberian bimbingan penJruluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara
jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

b. Pemberian rzirt, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan,
ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

2. Pengembangar-r teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

Perrrbangunan j alan kabuPaten:

a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota-

b. Perencernaarr tekrris, perrograrnan dan penganggaran, pengadaan lahal, serta-pelaksanaan
konstruksi j alan kabupaten/ desa dan j alarr kota.

c- Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

d. Pengembangan dan pengelolaan manqiemen jalari kabupaten desa dan jalro kota.

3. Pembangunan dan
Pengusahaan

4. Pengawasan

1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten
(mengacu kebijakan nasional dan provinsi).

3. Perkotaan dan
Perdesaan

2.Penetapan pbraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan
berdasarkan NSPK,



rB

PEMERTN,TAIIAN I(ABIIPATEN' TAPINSUB SUB BIDANG

1. Fasilitasi peningkatan kapasitas ma:eajemen pembangunan dal pengelolaan PS perkotaan dan
pedesaan tingkat kabuP aten.

2. Pernberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalarn pembangunan perkotaan dan perdesaan di
wilayah kabuPaten.

2. Pembinaan

1. Penyiapan program pembangunan sa-rarra dan prasarana perkotaan dan perdesaar. jangka panjarg
dan jangka menengah kabupaten /kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan
provrnsl.

2. Penyelenggaraat kerjasarria/ kerrritraan antara pemerintah daer'ahldunia usaha/ masyarakat
dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dal prasarana perkotaan dan perdesaan di
lingkungan kabuPaten

3. PenyelenggaraarL pembalgunan PS perkotaan dan perdesaan-di wilayah kabupaten

4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten.

3. PembaPgunan

1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaa.n pembangunan dan pengelolaan kawasan
perkotaan dan perdesaan di kabupaterr.

2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

4. Pengawasan

1. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembarrgan air
minum di daerah kabuPaten.

2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten.

3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayalan PS air rninum berd.asarkan SPM yang disusun
pemerintah dan Provinsi.

1. Pengaturan4. Air Miaum
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4. Memberikan izin penyelenggaraal pengembangan SPAM di wilayahnya.

l. penyelesaian masalah dan permasa-la-hannya di dalam wilayah kabupaten/kofa.

2.pentn$<atan kapasitas teknis dan rnanajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten/kotZt
termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.

3.-

1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebufuhan penge M di wilayah

kabupaten

2. Pengembangan SPAM di wilayah k6bupaten/kota untuk pemenuhan SPM.

2. Pembinaan

3. Pembangunan

3. Fasilitasi penyelengga.raan (bantuah teknis) kepada kecamatan, pernerin sa, serta kelompok
masyarakat di wilayahnya dalarn penyelenggaraarl pengembangan SPAM.

4. penyusunan rencaraa induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten.

5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawarr air skala kabupaten

5. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten.
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Pengawasan4 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di
wilayah kabupaten.

2. Evaluasi terhadap penyelerrggaraar,- pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya-

3. Pengawasal dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

5. Air Limbah 1. Pengaturan 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbal. di wilayah kabupaten
mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.

2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten.

3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.

4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air Iimbah di witayah kabupaten.

2. Pembinaan 1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten.

2. Pelaksalaan kerjasama dengan dunia usaha dan rnasyarakat dalarn penyelenggaraaTt pengembangal
PS air limbah kabupaten.

3- Penyelenggaraan (bantek) pada kecarnatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di
wilayahnya dalam penyelenggaraar PS air lirnbah.
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3. Pembangunan 1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi
SPM-

2. Pen5rusunan rencana induk pengembangan PS ai: lirnbah kabupaten.

3. Penangarran bencala alam tingkat lokal (kabupaten).

4. PengaWasan 1. Monitoring penyelenggaraar PS air limbah di kabupaten.

2- Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembalgan air limbah di kabupaten.

3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksEutaarl SPM.

6. Persampahan 1. Pengaturan 1. Penetapal peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persarnFahan di kabupaten mengacu pada
kebijakan nasional dan provinsi.

2. Penetapan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayatr
kabupaten.

3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.
4. Pelavanarrperinnan dan penselolaan oersampahan skala kabupaten,

2. Pembinaan
,{+

Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kedasama dunia usaha dan masyarakat dala.n
penyelenggEraan pengembangan PS persarnpahan kabupaten.

Memberikan bantr.ran tekrris kepada keca-rrratarr, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di
kabupaten.

1.

2.
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3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

8. Permukiman 1. Kawasan Siap
Bangun (Kasiba)
dan Lingkungan
Siap Bangun
(Lisiba)yang
berdiri sendiri:

a.Pengaturan 1. Penetapal peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten.

2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiha dan Lisiba di wilayah kabupaten

b.Pembangunan 1 . Penyelenggaraan pernban gunan Kasiba/Lisiba di kabupaten.

2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalarn pembangunan Kasiba/Lisiba.

3. Penetapartiitn lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten.

c. Pengawasal 1. Pengawasal dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten.

2. Elaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten.

3. Pengawasair dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.

2. Permukiman
Kumuh/ Nelayan:
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1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penalggulqrrgan perrnukiman kumuh lnelayan di
wilayah kabupaten.

2. Peleetapala peraturan
kabupaten,

daerah tentang pencegahan timbulnya permukimah kurnuh di wilayalt

a. Pengaturan

1 . Penyelen ggaraar:- penangzul.art kawasan kumuh perkotaan di kabupaten.

2, Pengelolaan peremajaanl perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa. -

b. Pembangunan

1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten.

2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukirnan kurnuh di kabupaten.

3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.

c. Pengawasan

l. Penetapanperaturan daerah keb{jakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten.

2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten.

3. Pembangunan
Kawasan:

a.Pengaturan

b.Pembangunan Penyelenggaraan pembangunan kawasan shategis nasional.
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1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasal di wilayah kabupaten.

2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten-

3- Pengawasal dan pengenda-Iian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.

c. Pengawasan

1. Penetapan peraturan daerah kabupaten fkota, mengenai barrgunan gedung dan lingkungan rnengacu
pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.

2. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan.

3- Penetapan kelembagaan bangunan ggdung di kabupaten.

4. Penyelenggaraan IMB gedung.

5. Pendataan bangunal gedung.

6. Penetapan persyaratan administrasi darr- tekrris untuk bangunan gedung adat, semi permanen,
danrrat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.

7. Pen5rusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

1. Pengaturan9. Bangunan Gedung
dan Lingkungall

1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalarn penyelenggaraan bangunan gedr:ng dan lingkungannya.

2. Pemberdayaan masyarakat dalam peny-elenggaraafl bangunarr gedung dan lingkungan-

1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan fingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
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2. PembanguIran dan pengelolaal bangunan gedung dan rumah :rlegaraya+g menjadi aset pemerintah
kabupaten.

3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yarg dilindungi da1. dilestarikan yarLg berskala
lokal.

4. Pengawasal Pengawasan terhadap pelaksa-naan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis
da]ar.n penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan nya.

Pengawasan dan penertiban pembangunan, pema,nfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.

Pengawasan dan'penertiban pelestarian bangunal gedung dan lingkungan yang dilindungi dan
dilestarikan yang berskala lokal-

1O. Jasa Konstruksi 1. Pengaturart Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkal.

2. Pemberdayaan 1. Pengembalgan sistem informasi jasa konstruksi dalarn wilayah kabupaten yang bersangkutan.

2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalar'' wilayah kabupaten /kotayang bersangkrtan.

3. Pengembanga5l sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten.

4. Peningkatan kemampuan telo:ologi jasa konstruksi d.alaro wilayah kabupaten yang bersanglrutan

5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan telcris dan penyuluhan datam wilayah kabupaten.

6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.

3. Pengawasal 1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.
Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya terLib penyelenggaraar pekerjaan
konstruksi.

2.
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PEMERTNTA}IAN DAERAH I{ABUPATEN

1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumalran.

2. Pen5rusunan NSPM kabupaten bidalg pembiayaan perumahan-

3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengatural instrumen pembiayaan dalam rangka
penerapan sistem pembiayaan.

4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaalr perumahan kepada para pelaku di tingkat
kabupaten

5. Pemberdayaan pelaku pasar darl pasar perumahan di tingkat kabupaten.

6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembargunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraals
' rumah sewa.

7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaarr perumahan di tingkat kabupaten.

8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidalg pembiayaai perumahan di tingkat kabupaten.

Pembangunan
Baru'

1. Pembia5raan

1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan.

2. Pea5rusunern NSPM kabupaten bidang pembiayaal perumahan.

3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka
penerapan sistem pembiaYaan.

4- Fasilitasi bantuan bidangpembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten-

5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten.

6. Fasilitasi bantuan pembiayaal perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik.

7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahal di tingkat kabupaten.

8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perurrral.an di tingkat kabr-rpaten.

2. Perbaikart
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2. Pembinaan
Pbrumahan
Formal

L. Pembangunan
Bart

l.a-Memberikan masukan pen5rusunan
bidang perumahan.

b.Peninjauan kembali kesesuaian

dan penyempurnaan peraturan

peraturan perundang-undangan

perundang-undangan

bidang perumatran di
kabupaten dengan peraturan perundang-undan gan di atasnya.

pada skala2.

3.

Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan
kabupaten.
Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten.

4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi
nasional peruma-han

5. Pelaksanaan teknis. penyelenggaraa,n perumahan.

6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi,
perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri
komponen banguarl, konsultan, kontratrrtor darr pengemb ang.

7. Pennrsunan pedoman dan manua-l perencaraarr, pembangunan dan pengelolaal pSU skala
kabupaten.

8. Melaksanakan hasil sosialisasi.

9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.

Penyeleng garaalr perumahan sesuai teh:ik pembangunan.

Pembinaan dan kerjasarna dengan badan usaha pembangunan perLrrnahan, baik BUMN,BUMD,
koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan,
industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengimbang d.i kabupaten.

10.

11.

Fasilitasi pelaklanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraar pembangunan perumahan
darr PSU yang berdarrpak lokal.

t2.
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13. Perumusa.n RPJP dan RPJM kabupaten.

t4
15

Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabup4.ten.

Pembangunan Rusunawa dan Rusunarni lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan
pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan,
perdagangan / produksi.

Pembangunan prasa-rana, sa-rana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus
den gan melaksanakan pen gelolaan dan pem6liharaan.

Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada.daerah terpencil dan uji coba serta
fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota, penyediaan tanah, PSU umum.

Pelaksalaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan
depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengatu-ran, pemanfaatal seluruh bantuan.

L6

17

18

2. Petbaikan 1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala
kabupaten.

2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kahupaten.

3-

4. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di kabupaten.

5- Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumatran.

6- Penetapan harga sewa rumah.

7. Pelaksanaan pembangunan perurnahan untuk penrrnpungan pengungsi lintas kawasal se-
kabupaten.

3. Pemanfaatan 1. Pelaksanaan bantuan pembarrgunan dan kelembagaan serta penyelengga-raan perumahan
dengan dana tugas pembantuan. . 

:

2- Pelaksanaan pembangunan rumatr susun untuk MBR dan romah khusus, rumah nelayan,
p erbatasan internasion al dan pulau =pu lau kecil.
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3. Pengelolaan PSU bantuan pusat. '

4. Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten.

5. Pengawasan d.an pengendalian' pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan
perumahan.

6. Pen5nrsunal pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengal
acuan umum SPM nasional.

7. Pengawasan dan pengendalian per-rgelolaan rusun dal rusus.

1.3. Pembinaan
Penrmahan'
Swadaya

Pembangunal
Baru

1. Perumusan kebr.;akan dan strategr kabupaten tentang -tembaga penduKung pemDzrrgurrarr
perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunal
perumahan swadaya.

2. Penyusunarr RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya.

3. Penyusulan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.

4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatao kapasitas pelaku
pembangunan perumahan swadaya,

5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakal dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan perumatran swadaya-

6. Pengawasan dal pengendalian peiaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga
pendukung pernbangunan perumahar., pendataal perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
pembangunarr perumahal swadaya.

7. Sosialisasi kebljakan strategi, prggrarrl d.an NSPM pembalgunan perumahan swadaya di
kabupaten.

8- Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembalgunan
perumaha-n swadaya.
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1. Perumusal kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan
perumahal, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangr:nan
perumahan swadaya.

2. Pen5rusunan RPJP dal RPJM kabupaten perumahan swadaya.

3. Pen5rusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.

4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang trernbaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan pening!<atan kapasitas pelaku
pembangunan perumahan swadaya.

5- Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataa-n perumahan dan pening]<atan kapasitas pelaln:
pembangun.rn perumahan swadaya.

6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga
pendukung pembangunan perrrnahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan perumahan swadaya.

7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat
kabupaten

8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yarrg terkait dengal pembangunan
perumahan swadaya.

2. Pemugaran

1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan
perumahan, pendataan perurnahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
perumahar swadaya.

2. Pen5rusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.

3. PenSrusunan NSPM pembangunan perumaharr swadaya di kabupaten.

3- Perbaikan
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4- Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung
pembangunal perumalran, pendataan perumahan dan peningkatan kapasita-s pelaku
pembangunan penunahan swadaya.

5. Fasilitasi pelaksanaarr kebdakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
pembangunar perumahan swadaya.

6- Pengawasan dal pengendalian pelaksalaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lernbaga
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan perumahan swadaya.

7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di
kabupaten.

8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan
perumahan swadaya.

4. Perluasan 1. Perurnusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan
perumahan, pendataar:. perumahan dan peningkatan kapasitas pelalm pembangunan
perumahan swadaya.

2. Pen5rusunan RPJP dan RPJM kabupaten pemmahan swadaya.

3. Penyusunad NSPM pembangunzrrr perumahan swadaya ting!<at kabupaten

4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan darl strategi kabupaten tentang lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
pemban gurran perumahan swadaya.

5. Fasilitasi peiaksalaal kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan perumahal dan peninglatan kapasitas pelaku
pembangunan perumahan swadaya.

6. Pengawasan d?n pengendalian peiaksalaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga
pendukung pembangunar perumahan, pendataan perumahan darr peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan peruraahan swadaya.
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7. SosieLlisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di
kabupaten.

8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan
perumahan swadaYa.

5. Pemeiihaf,aarL 1. Perumusan kebijakan dal strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan
perumatran, pendataan perumahal dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
perumahan swadaya.

2. Pen5rusunan RPJP dan RPJM kdbupaten perumahan swadaya.

3. Pen5rusunan NSPM perobangunan perumahan swadaya di kabupaten/kota.

+.

5.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan
pembangunan perumahan, pendataan
pembangunan perumahan swadaya.

Fasilj.tasi pelaksalaan kebijakan dan
pembangunan perumahan, pendataan
pembangunan perumahan swadaya.

strategi kabupaten tentang lembaga pendukung
perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku

strategi kabrrpaten tentang lembaga pendukung
perumahan dan peningkatan kapasitas pelak-u

6- Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga
pendukung pembanguna-n perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
pembarigunan perumah an swadaya-

7 - Sosialisasi kebijakan strategi, prograrn dan NSPM pembangunarr perurnahan swadaya di
kabupaten.

B. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan
perumahan swadaYa.

I

6. Pemanfaatan 1 Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang
perumahan, pendataan pemrnahal dan peningkatan
perumahan swadaYa.

Iembaga pendukung
kapasitas pelaku

pembangunan
pembangunan
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2. Pen5rusunan RPJP dal RPJM kabupaten perumahan swadayh.

3. Penyrsunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten-

4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupiten tentang lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan perrmahan dan peningkatan kapasitas pelaku
p embangunar perumahal swadaya.

5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
pembangunan perumahal swadaya.

6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan'strategi kabupaten tentang lembaga
pendukung pembanguna-Il perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
pernbangunan perumahan swadaya.

7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di
kabupaten.

8. Peng!<ajian kebijakan
perumahan swadaya-

dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan

1- Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalanr pengembangan kawasan.

2. Pen5rusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahar:. dan
Permukirn an Daerah (RP4D-Kabupaten).

3. Pembinaan teknis penyLlsunan RP4D di wilayahnya.

4. Penlrusunan RP4D di.tvilayahnya.

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembanga+ kawasan dan RP4D
di skala kabupaten-

6. PengCndalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di
wilayahnya.

1. Sistem
Pengembangan
Kawasan

4. Pengembangan
Kawasan
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Kawasan Skala
Besar

2. 1. Penetapal kebijakan dan strategi kabupaten da-Iam penyelenggaraan pernbangunan dan
pengelolaan kawasan skala besar. '.

2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengeloiaan kawasan skala
besar di wilayahnYa' :

3. Pelaksanaan penyelenggaraarr pembangunarl dan pengelolaan kawasan skala besar di
wilayahnya.

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaal penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan
skala besar di wilayahnya.

5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan ska-la besar
di wilayahnya.

3.Kawasan Khusus 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dala:m- penyelenggaraan pembangunan dan
pengelolaan kawasan khusus-

2. Pembinaan teloais pelaksanaan perryelenggaraan perrrbangunan dan pengelolaan kawasan
khusus di wilayahnYa.

3. Pelaksanaarr penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya,

4. Monitoring dan eva-luasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan
khusus di wilayahnYa.

5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di
wilayahhya.

4. Keterpaduan
'Prasatana

Kawasan

1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana
kawasan-

2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraarl keterpaduan prasa-ran, k.*.=* d.i wilayalurya.

3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarala kawasan di wilayahnya.
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4. Monitoring dan eva-1uasi pelaksanaan penyelenggaraarr keterpaduan prasarana kawasan di
wilayahnYa.

5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraarr keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.

5. Keserasian
Kawasan

Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dala:rr penyelenggaraan
lingkungarr hunian berimbang.

Pembinaan telrris pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan
berimba+g di wilaYahnya

l.

2.

keserasial kawasan dan

dan lingkungan hunian

Pelaksanaan penyelenggaraax keserasian kawasan dan lingfungan hunian berimbang di
wilayahnya.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasiarr kawasal dan lingkungan
hunian berimbang di wilayahnya.

Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian
berimbang di wilaYa}lya.

5. Pembinaan
Ilukum,
Peraturan
Ferundang'
undangan dan
Pertanahan
untuk
Ferumahan

1. Pembangunan
Baru

perundang-undalgan bidang

1. Pelaksanaan perlyusunan dan penyempurnaarr peraturan perundang-r.mdangan bidang
perumahan di tingkat kabupaten.

2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan dabrah kabupaten /kota dengan pera'turan perundang-
undangan terkait di bidang perumalran.

3. Pelaksanaan sosialisasi peraturarl perundang-undangan bidang perrmahan dalam rangka
mewujudkan jarninan kepastian hukum dan perlindungan hukum datam bermukim di

4 Koordinasi pengawas an dan pengendalian p elaksanaan peraturarr
perumahan di kabupaten.

Pelaksariaan kebijakal dal penanganarl rnasalah
kabupaten.

dal sengketa .bidang perumahan di

Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahal di kabupaten.
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7. Fasilitasi pen1rusunal, koordinasi dan

8- Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM
kabupaten..

sosia-lishsi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten-
penyediaan lahan untuk pembangunal pen:mahal di

9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.

10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengal penataan
ruang dan penataan pertanatran.

11- Fasilitasi pelaksln"o, kebijakan kabupaten tentarrg pembangunan perurmahan sesuai dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan.

12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalial pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang
pembangunan pemmahan sesuai dengan penataan ruaxg darr penatian pertalahan.

13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten"

2. Pemugaran perundang-undangan bidang

6

7

Pelaksanaa' penJrusunan dan penyempurnaa. peraturan
perumahan di tingkat kabupaterr..

Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan
terkait di bidang perurnahan-

Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perurnahan dalam rangka
mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlin-dungan hukum dalam bermukim di kabupaten.

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksarraan peraturan perundang-undangan bidang
pemmahan di kabupaten.

Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masaiatr dan sengketa bidang perumahan di
KaDupaten

Pelaksanaan fasilitasi penanganarr masala1. dan sengketa bidalg perumahan d.i kabupaten.
Fasiiitasi penjrusunan, koordinasi dan sosialisasi NSpfuI bidang perrrnahan di tingkat Kabupaten.
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8. Pelaksanaan dan sosia-lisasi NSPM penyediaar lahal untuk pembangunan perumahan di
Kabupaten.

9. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengari'penataan
ruang dal penataarr pertanahan di kabupaten.

10. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertarlallan.

11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
pehataan ruang dan penataan pertanahan.

12. Pelaksanaarr pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentarg
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

1 3 . Fasilitasi p enyele sai an eksternalitas p emb an gunarr perurn ahan di kabr,rp aten.

3. Perbaikan 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaarr peraturan perundang-undangan bidang
perumahan di tingkat kabupaten-

2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan
terkait cli bidang perumaJ:an.

3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumatran dalarn rangka
mewujudkan jaminan kepastin hukum darr perlindungan hukum dalam bermukim di
kabupaten..

4. Koordinasi penga\rasan dal pengendalian pelaksanaan peraturan perund,ang-undal.gan bidang
perumahan di kabupaten.

5. Pelaksanaan kehijakan dan penang4nan masalah dan sengfteta bidang perurna]ran di kabupaten-
6. Pelaksanaan faSilitasi penanganan masafah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.
7. Fasiljtasi pen5rusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.
8. Pelaksariaa:e dan sosia-lisasi NSPM penyediaan iahan untuk pembangunan perumal:an di

kabupaten

9. Pelaksanaan kebijakan kabupa-ten tentang pembangunar perumahan sesuai dengan penataan
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ruang dan penataan pertanahan di kabupaten..

10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten.tentang pembangunarr perumahan sesuai dengal penataan
ruang dan penataan pertanahal.

11. Fasilitasi pelaksarraan kebijalan kabupaten tentang pembalgunan perumahan sesuai dengan
penataan rualg dan penataan pertanahan.

12. Pelaksanaan pengawasar dan pengendalian pelaksanaal kebijakan kabupaten tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan-

13. Fasilitasi penyeLesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.

4. Perluasan 1. Pelaksanaan pen5msunan dan penyempurnaan peraturarr perundang-undangan bidang
perumahan di tingkat kabupaten.

2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten deng'an peraturan perundang-undangan
terkait di bidang perumahan.

3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidalg perumahan dalam rangka
mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam berrnukim di kabupaten-

4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang
perumah.an di kabupaten.

5. Pelaksanaan keb{jakan dan penanganem masalah dan sengketa bidang peruma}r,an di
kabupaten

6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan rnasalatr dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.

7. Fasilitasi penjrusunan, koordinasi dan sosielisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.

B. Pelaksanaa:r dan sosialisasi NSPM penyediaan iahan untuk pembangr:nan perumahan di
kabupaten.

9. Peiaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruarlg dan penataan pertanahan di kabupaten.

10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
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ruang dan penataan pertanahan. '
11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakal kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan

penataan ruang dan penataan pertanahan.

12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendelian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang
pembangunan perumatran sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

13..Fasilitasi penyelesaian eksternalitd.s pembangunan perumahan di kabupaten.

5. Pemeliharaan 1. Pelaksanaan pen5nrsunan dan penyempurnaarl peraturan perundang-undangan bidang
perumahan di tingkat kabupaten. 

.

2- Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengal peraturan perundang-undangan
terkait di bidang perumahan

3. Pelaksanaan sosialisasi peraturari perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka
mewujudkan jarninan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten-

4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaarl peraturan perundang-undangan bidang
perumahan di kabupaten.

5. Pelaksanaan kebiiakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumatran di
kabupaten

6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumaha:r di kabupaten.

7. Fasilitasi penJnrsunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten.

8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di
kabupaten.

g. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penathan
ruang dan penataan pertanahan & \abupaten.

10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumatran sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanatrarr.
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11. Fasilitasi pelaksanaarr kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan.

12. Pelaksaflaan pengawasan dan pengendalial pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan rLlang dan penataan pertanahan.

13. Fasilitasi penyeiesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.

6. Pemanfaatan Pelaksanaan perrJrusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang
perumahan di tingkat kabupaten-

Pelaksanaan kesesuaian peraturan daera-ir kabupaten dengan peraturan perundang-undangan
terkait di bidang perumatran.

Peiaksariaan sosialisasi peraturan pemndang-undalgan bidang perumahan dalam rangka
mewujudkan jaminan kepas6an hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di
kabupaten.

4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang
perumahan di kabupaten. .

5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perurnahan di
kabupaten.

Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah d.an sengketa bidang perumahan di kabupaten.

Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosia-lisasi NSPM bidalg perumahan di tingkat kabupaten.

Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumal:an di
kabupaten

Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahal sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.

Pelaksdnaan kebijakan kabupaten tentang pembalgunarr perumahan sesuai dengan penataan
ruarg dan penataan pertanahan.

Fasilitasi.pelaksanaal kebijakan kabupaien tentang pembangunan perumahari sesuai dengaa

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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penataan ruang dan penataan pertarrahan.

12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang
pembangunan pemmahan sesuai dengan penataan ruang dan penAtaan pertanahan.

13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pemberrgunan perumahan di kabupaten.

6. Pembinaan
Teknologl dan
Industri

1. Pembalgunan
Baru

Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil tekeologi bahan
bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahal.
Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupateri tentang perrdayagunaar dan pemanfaatqn hasil
teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan-

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatal
hasil teknologi dan bahan balgunan, sosial ekonorni budaya, serta PSU pendukung perumahan.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan
dan pemanfaatan hasil tekrologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU
pendukung perumahan.

2- Pemugaran Pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil telarologi
bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan
hasil teloeologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pendayagunaan dan pernanfaatan
hasil tekrologi dan baha+ bangunan, sosial ekonom.i budaya, serta PSU pendukung perumatran.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabup atenfkota tentang pendayagunaan
dan peinanfaatan hasil telmologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU
pendukung perumahan.

3. Perbaikan 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatal hasii telolologi bahan
bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan
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Koordinasi pelaksanaan kebijakal kabupaten tentalg pendayagunaan dan pemanfaatan hasil
telceologi dan bahan bangunan, sosial ekonorni budaya, serta PSU pendukung perumahan.
Fasilitasi pelaksanaan kebijakal kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfd,atan hasil
teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonor',i budaya, serta PSU pendukung perumahan.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung
perumahan.

4- Pemeliharaan Peiaksanaan kebijakan ka-bupaten tentang pendayagunaarr pemanfaatan hasil teknologi bahal
bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung peruma-han.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil
teknologi dan bahan'bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukurrg peruma-han.

Fasittasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil
teknologi dan bahan bangunal, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
Pengawasan dan pengendalian pelaksem.aern kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan
pemarrfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonorni budaya, serta PSU pendukung
perumahan.

5. Pemanfaatan Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaa-n pemanfa,atan hasil telanoiogi bahan
bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pernanfaatarr hasil
teknologi darr bahan bqogonuo, sosial. ekonomi budaya, serta PSU penduku.rg peruma-han.

Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentalg
telanologi dan bahan bangunan, sosial ekonorni budaya,

Pengawasan dan pqngendalian pelaksanaan kebiiakan

pendayagunaan dan perrrarrfaatan hasil
serta PSU pendukung perumah.an.

kabupaten tentans pendavagunaan dan
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PEMERINTAIIAN DAERAII KABUPATEN TAPINSUB BIDANG

4- Pengawasart Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembartgan kualitas penduduk,
pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan
p embangunan berwawasan kependu dukan skala kabup aten. .

Penetapan kebij akan p eren can aan kepen dudukan skal a kabup aten.5. Perencatlaan
KePenduduk"tr

I-a.Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan anta:r dan dengan lembaga
pemerintah dan non pernerintah pada skala kabupaten.

b.Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertrb
ad-rrinistrasi kep endu dukan.

2. Penetapao indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis darnpak
kependudukan skala kabupaten.

3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penJnrsunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak
kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khatayak sasaran.

4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.

5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dam.pak
kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skata kabupaten.

2. Penyelenggaraan

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan
analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala
kabupaten lkota.

3. Pemantauan dan
Evaluasi

1. Pengawasan
kependudukan,

indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak
serta p enyerasian kebij akan kep endu dukan skala kabu p aten.

4. Pengawasan



K. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAI{ PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAI(

SUB BIDANG SUB SIIB BIDANG PEMERINTAIIAN I(ABUPATEI{ TAPIN

1. Pengarosutamaan Gender
(P[IG)

1. Kebijakan
Pelaksalaal
PUG

1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten.

2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.

2. Kelembagaan
PUG

1. Fasilitasi penguatan keleinbagaan dan pengembangal mekanisme PUG pada
lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengernbangan, lernbaga non
pemerintah skala kabupaten.

2. Koordinasi dal fasilitasi kebijakal, program dan kegiata+ yang responsif gender
skala kabupaten

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.

3. Pelaksanaarr
PUG

Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yaig responsif gender, dal:
pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten.

Pelaksanaan PUG yarrg terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang
pendidikan, kesehatan, ekonorni, hukum dan HAM dan poiitik skala kabupaten.

Fasilitasi penyediaan data terpilah menurutjenis kelarnin skala kabupaten.

2. Kualitas IIiduP dan
Pertrindungan PeremPuan

1:Kebijakan
Kualitas Hidup
Perernpuan

Penyelengg ar aarL kebij akan
yalg terkait dengan bidang
ekonomi, hukum dan FIAM,

kabupaten /kota. peningkatan kualitas hiflsp perempuan
pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan,
politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.

2. Pengintegrasial
Kebijakart
Kualitas HiduP
Perempuan

Pengintegrasian upaya peningkatar kualitas hidup
bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan
sosial budaya ska-la kabupaten.

perempuan dalam kebijakan
HAM, politik, lingkungan, dan

3. Koordinasi
Pelaksalaan

Koordinasi peiaksanaan
pendidikan, kesehatan,

kebijakan kualitas
ekonomi, hukum dan

hidup perernpuan dalanr. bidang
HAM, politik, Linskunsan, dan sosial
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PEMERTNTAEAN KABIIPATEN TAPIN
SI}B BIDANG

budaya skala kabupaten.Kebijakan
Kua-Iitas HiduP
Perempuarr

Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama
perlindungan terhadap kekerasarr, tenaga kerja perempuan, perempuan laljut usia
dan penyandang cacat, dan perempuarr di daerah konllik dal daerah yang terkena
bencana skala kabupaten.

4. Kebijakart
Perlindungan
PeremPuan

Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten/kota perlindungan
terutama perlindungan terhadap kekeraqarr, tenaga kerja perempuanf
Ianjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah kon{Iik dan
terkena bencana skala kabupaten.

perempuan
perempuan

daerah yang

5. Pengintegraslan
Kebijakan
Perlindungart
Perempuan

Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan
terh'adap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyeindang
cacat, da.,, p"..-puan di daerali konflik dan daerah yang terkena bencana skala
kabupaten-

6. Koordinasi
Pelaksanaan
Kebijakan
Perlindungan

Pelaksanaan kebijakan dalarn rangka kesejahteraan dan perlindungan
kabupaten.

Penetapan kebijakar daerah untuk kesejahteraan dan perlindungart
kabupaten.

anak skala

anak skala

1. Kebijakan
Kesejahteraan
dan
Perlindungan
Anak

Frunaungan Anak

Pengintegrasial hak-hak alak daiarn kebijakan dan progra:rr pembangunan skala2. Pengintegraslan
Hak-HakAnak
dalam Kebijakan
dan Program
Pembaagunan

Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skaLa kabupaten.



PEMERINTAIIAN KABTIPATEN TAPIN
SUB BIDANG

Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat
pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dal
kabupaten.

dan dunia usaha untuk
perlindungal alak skala

Penguatan
Lernbagaf
Organisasi
Masyarakat dan
Dunia Usaha
untuk
Pelaksanaan
PUG dan
Peningkatan
Kesejahteraan
dan
Perlindungan
Anak

Fernberdayaan Lembaga
Masyarakat dan Dunia Usaha

Pengembangan
dan Penguatan
Jaringan Kerja
Lembaga
Masyarakat dan
Dunia Usaha
untuk
Pelaksanaan
PUG,
Kesejahteraan
dan
Perlindungan
Anak

Penjabaran dan penetapafl kebijakan sistem informasi gender dan anak skala
meruiuk pada kebiiakan nasional.

I- Data TerPilah
menurut Jenis

slE;t" a"tt ttf"rmasi Gender
das. AEak

l.Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja
dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan
kabupaten.

Iembaga masyarakat dan
perlindungan anak skala

2. Fasilitasi lembaga rnasyarakat untuk rnelaksanakan rekayasa sosial untuk
mewujudkan KKG dan perlJndungan anak skala kabupaten.



PEMERINTAIIAN I(ABI'PATEN TAPIN
SUB BIDAI{G

Kelarnin dari di
Setiap Bidang
Terkait

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan
penyebarluasan sistem informasi gender dart

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan
penyebarluasan sistem informasi gender dan

dan analisis, pemadaatal dan
anak skalakabupaten.

dan analisis, pemanfaatan dal
anak.

2-Data dan
Informasi
Gender dart
Anak

Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data
menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten.

Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan
informasi genLer dan anak skala kabupaten.

Penlrusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten.

3.Kopunikasi,
Informasi dan
Edukasi (KIE)



L. PE1YIEAGIAN UR.USA}I

I

PI'MERINTAHAN BIDANG KBI,UARGA BEREHCAI{A DAN KELUARGA SE-'AHTERA

SUB BIDANG

1. Pel.ayanan Keluarga
Berencana (KB) dan
Kesehatao ReProduksi

i SIIB SITB BIDANG
I
I

1. Kebijakal dan
Pelaksanaan
Jaminan dan
Pelayanan KB,
Peningkzrtan
Partisipasi Pria,
Penanggulangan
Masalah
KesehaLan
Reproduksi,
serta
Kelangsungan
Hidup Ibu, Bayi
dan Anak

PEMERINTAHAN KABTIPATE.II TAPIN

l.a.Penetaparr keb{jakan jaminan dan pelayanan liB, peningkatan parlisipasi pria,
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, sei-ta kela:rgsungan hidup ibu,
bayi, dan anak skala kabupaten.

b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatal reproduksi,
operasionalisasi jaminan clan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria,
penanggulangan rnasalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu,
ba5.i dan anak skala kabupaten.

c. Penetapan dan pengemberngan jaringan pelayalan KB dan kesehatan reprodr:ksi,
terrnasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabup.aten.

2.a.Penetapan perkiraana sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan
keharnilan, sasar€ul peningkatan partisipasi pria, sasaran oLfnmet Need', sasararr
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasarern kelangsungan hidup
ibu, bayi dan anak skala kabupaten.

b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakar tempat peiayanan KB dan
kesehatan reprocluksl, peningkatan partisipasi pria, penanggulangzur masalah
kesehatan reproduksi, sert-a kelangsungan hidup ibu, bay, dan anak skala
kabupaten

3.a.Pelaksanacul jaminal dan pelayanan KB, pening!<atan partisipasi pria.
penangguiangan masa1ah kesehatan reproduksi, serta kelangsungal hidup ibu,
baf i clan anak- skala kabupaten.

b.Penantauan tingkat dt'ctp out peserta KB-

c. Pengernb-ga.r materi penyeienggaraarr jarnirran ri.an pela-vanal KB d.an pernbinaan
Penl'uiuh I(B-



SUE BIDANG

e X.,setratau ReProduksi

SI}B SI'B BIDANG PEMERINTAIIAN I(ABTIPATEN TAPIN

d. Perluasar,t jaringa:r dan pembinaan palayanan KB.

e. Penyelenggaaaan dukungan pelayalarl rujukal KB dan kesehatan reploduksi.

f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkaierl kesadaran keluarga
berkehidupan seksual yang anrern dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan
Infeksi Menular Seksual (IMS).

g. Pembinaan pen5rLrluh IG.

h. Peningkatan kesetaraal dan keadilan gender terutarrra partisipasi KB pria dalam
pelaksanaarr program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

4.a.. Penyediaan sar€rna dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi
jangka panjang yarrrg lebih terjangkau, arrrarr, berkualitas dan merata skala
kabupaten-

b.Pelaksalaan distribusi dan pengadaan sarEma, alat- obat, dan cara kontrasepsi,
dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskirr dan kelompok rentan skala
kabupaten.

c-Penjaminan. ketersediaan sarana, alat, obat, dan ca-ra kontrasepsi bagi peserta
mandiri skala kabupaten.

5-a. Pelaksanaarl promosi pernenuhan hal(-hal< reproduksi dal promosi kesehatan
reproduksi sl<ala kabupaten.

b. Pelaksanaan infonned choice dan inJ'ormed consent dalanr program KB.

1.a Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS clan baha.ya NA-pZA skala
kabupaten,

ii- xetlSakan dan
I PeiaksarLaan
i xRR aan

R.emaja (I(RR)

b. Pen na-l KRR c, _ Hly/dp!,__!i"4 s _4e4_l



STIB SUB EIDANG

Hak-Hak
Reprod'uksi

PEMERTNTA}IAN IIABTIPATEN T.APIN

NAPZA ska-la kabupaten.

2.a.Penetapan perkiraan sasaran
I\IAPZA ska-la kabr-rp aten -

pelayarean KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan

b.Penyerasian dan penetapal kriteria serta kelayaka:r tempat pelayanan KRR
termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS da:r bahaya NAPZA skala kabupaten I kota.

3.a.Penyelenggaraan pelaS'anan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dal bahaya
NAYZA skala kabupaten.

b.. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk
. .IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah

Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten.

pencegahan HIV/AIDS,
dengan j;.e-,kfor Lembaga

c- ..Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan
bahaya NAI?ZA baik antara selrtor pemerintah dengan
kabupaten.

d. Pelaksanaarr KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAIZA baik arrtara
selrtor peuerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.

e- Penetapum sasaran KRR terrnasuk pencegahan HIVIAJDS, IMS dan bahaya NAPZA
skala kabupaten.

f -Penetapan prioritas kegiatal KRR termasuk pencegahal HIV/AIDS, IMS dan
bahaya NAFZA skala kabupaten.

4. Pemanfaa.tan tenaga SDII{ pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR
termasuk pencegahan HIV/AIDS, INfS dan bahaya NAPZA baik antara sektor
pemerintah dengan sektor LSOh{ skala kabupalen. ..

HW/AIDS, IMS dan
sektor LSOM skala

Ketahanan dan3.
Ferberclayaan Keluarga

ketahalan dan pemberdayetem keluarga



Keltrarga Kecfl Eerkualitas ' PelaksaJtaail
i Perrgrlatan

rr , r 'f'

PEMERTNTAIIAN I(ABT'PATETI TAPIN

b. Penyelenggzrraan dukungan pelayanan ketahanal dan pemberdayaam keluarga
skala kabupaten.

2-a-Penyerasian penetapan kriteria pengembargan ketahanein dzrn pen-rberdayaan
keluarga skala kabupaten.

b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita @KB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan
Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabrrpaten.

3.a.Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL terrrasuk pendidikan pra-melahirkan skala
kabupaten.

b.Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan kelu arga ska-la kabupaten/ kota.

c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga ska1a
kabupaten.

d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan
manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera clan keluarga sejahtera I alasan
ekonomi dalarn keloripok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) skala katrupaten.

e. Pelaksanaan pendampingan / magang bagi para kader/anggoia kelorx.pok UPPKS
skala kabupaien.

f. Pelaksanaan kerrritraan untuk'aksesibilitas permodalan, tekriologi, dan rnanajemen
serta pemasar'€ur guna peningkatan UPPKS skala kaburpaten.

g. Peningkatan kualitas lingkungari keluarga skala kabupaten

l.a.Penetapan l<ebijaka4 deur pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil
berkualitas dal jejaring program s}<aLa kabupaten-

SUB BIDANG
i

i.. sug sTJE ETDANG

Keta.t.alal dan
Pernberdayaan
I.leluarga

i I'elembagaan
t
I

____J



SUB EIDANG S{IB SUB EIDANG

Keluarga Kecil
Berkualitas dan
Jejaring Program

PEMERINTAE{AN KAtsTIPATEN TAPIN

b' Peny-elenggaraan dukungan operasir>n.t p..rgr.t-, p.l"-bagaan keluarga'keciI
berkua,litas dan jejaring program ska1a kabupaten.

2.a-Penetapal perkiraa-n sasaran pengerrrl:angal penguatan pelembagaan keluarga
kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.

b- Pemarrfaatal pedoman pelal<sanaal penilaian angka kredit jabatan fungsionat
penyuluh KB.

c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan pefan
Peclesaan/Perkotaan (iMP) dalam prograrn KB nasional.

Penetapan formasi dan sosialisasi jabatal fungsional penlruIuh KB.

Pendayagunaan pedornan pemberday-aarr dan penggerakal institusi rnasyarakat
program IG nasional ddam ralgka kernanclirian.

f- Penetapan petunjuk tek:ris perringkatan peran serta nritra program KB nasional.

3.a-. Pelaksarlaa.n pengeloiaem pelsonil, sararra clem. prasal:ana dalam. mend.r-rkung
program KB nasional, termasuk jajareu: medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh
agama.

Lastifusi Masyarakat

d.

e.

b.

c.

d.

Penyediaan clan pemberclavaar:- tenaga fungsional pen5rutuh KB.

Penyediaal clukungal operasi.onal penyuiuh I(B.

Penyediaan dukungF^n operasionai IMp da_la-m program KB nasional.

Pelaksanaa;r pe-nbirrair-r:r te:knis I|4p cerla::n progr-arn KB nasiona_r.

f. PslaEgeteegr_-tr+rgEqfltE"_r:cqege_.19:tg!_ KB nasi.onal



5. FdvokasidanKomunikasi, 1. Kebijakan <Ian

PEMERINTAI{AN I{ABTIPATEI{'TAPII\T

dalam rangka kemandirian.

g. Penfapa:r pelaksanaan pengkajian clan pengembangan prograrn KB nasional di
kabupaten.

h. Pemanfaatan hasil kajizrn dan penelitian.

i. Pendayagunaan keq'asarna jejaring pelatih terutarna peiatihan klinis kabupaten.

j. Pendayagunaan SDIvt prograrn terlatih, serta perencanaan dan penyiapan
kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten.

k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengarr keb. utuhan prograln peningkatan
kinerja SDIVI-

1.a- Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupate.n.

b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten.

2.a. Penetapan perkiraan sasararr advokasi dern KIE skala kabupaten-

b.Penyerasian dan penetapan kritdria advokasi dan KIE skala kabupaten.

3.a. Pelaksanaan advokasi, I(lE, serta konseling program KB dan KRR.

b. Pelaksanaan KLB ketahanan cian pernberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan
dan jaringan institusi progra:rr IiB.

Pemanfaatan prototipe program I(BiKesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan
dan pemberdayaal kelua-rga, penguatan pelernbagaan keluarga kecil terhraltas-

Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IN{S, ctan balr-aya

Informasi, dan Edukasi
lr{rp}

Pelaksalaan
Advokasi dan
K]E

C.

i\iAPZA dan perlindunga:r hak-hak recroduksi.



SUB BIDANG

6.Informasi dan Data Mikro
Kependudukan dan Keluarga

7. Keserasiaa Kebijakan
Keperrdudukan

I

I sue SUB EIDAI.IG

1. Kebijakan dal
Pelaksanaan
Data Mikro
Kependudukal
dan Keluarga

1- Penlrerasian dan
Keterpaduan
Kebi3'akan
KeAendudukan

t ?'

PEMERTNTAHAI{ KABUPATEI{ TAPIN

1 . a, Penetapan kebij akan dal pr., g.*bangro-nfo.-"si
dal keluarga skala kabupaten.

b' Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan clan keluarga ska-la
kabupaten

2'a'Penetapan perkiraal sasararr pengembangan infonrrasi serta data mikro
kependudukan 61*, keluarga skala kabiipaten.

b'Informasi serta data rnikro.kependudukan dan kelrrarga skala kabupaten.

3.a-Pelaksanaan operasional sistem informasi man4iemen progr€rm KB nasional-

b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data rnikro kependudukan dan
keluarga.

c. Pengelolaan data dan
prasarana.

serta data rnikr-o kependudukan

inJorsrasi program KB nasional serta penyiapan sara:ra dan

d- Pemanfaaal data dal informasi progra]Tl I(B
pembangunan daerah.

e. Pemanfaatan operasional jaringan kqmunikasi
g ouernment d an melakukan di sr emin asi in form asi.

Penyelenggaraan kebiial<an teisljs operasional da:e pelaksanaan progr*

nasional untuk mendulrung

data dalam pelaksanaan e-

kependudukan teqoadu antara perkernbangan kepend.uclukan (aspek kualttas,
kualitas, dan mobilitas) dengan peinba:rgurrr* ai Liaang ekonomi,- sosial budaya
darr lingkungari cli daerah kabuparen.
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3.a. 'Penyerasian isu kepe.ndudllkan he cialam pr-ogram pembangunan di daerah
kabupaten

b' Pengkajian dan penyempurnaan peraiuran claerah yang mengatrrr perkembangan
.. dan dinamika kependudukan di dae_raft kabupaten.

8. Pemblaaan 1. Kebijakan dan
Pelaksanaan
Pembinaan

Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan srrpervisi pelaksanaan program KB
nasional di kabupaten-



t
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M. PEMBAGIAN URUSAN PEMEIIINTAHAN BIDANG SOSHL

SUB BIDANG SIIB SIIB BIDANG PEMERTNTAIIAN KABI'PATEN TAPIN

Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten mengacu pada
kebij akan provinsi dan/ atau nasional.

1. Kebtjakan Bldang Soslal

Peny'u.sunan perencanaax bidang sosial skala kabupaten.2. Perencanaan Bidang Soalal

Penyelen gga-raan kerj as ama bidang sosial skala kabupaten.3. Kerjasama Bidang Sosial

1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten.

2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dal standarisasi.
3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulare untuk penetapan akreditasi dan

sertifikasi.

4- Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi
bidang sosial skala kabupaten.

4. Pembinaan Bidang Sosial

5" Identilikasi dan Penanganan
Penyandang Masalah
KeseJahteraan Soslal

lLlcrlLLLLt(asr siis:lltiI.l. PtrIIiIIIBBLUaIIBiT_II lltasfil.il'Il Liuslitl utl,zlr.ir- rliauLrPi4-Ls

1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten.

2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS ska-la kabupaten.

6' 
I dan
Sosial

(PSKS)

Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala kabupaten.?. Pelaksanaan Program/ I{eglatan
Bidang social

-8. 

Penrgawasan Bidang sosial yengawasarl atas .pela_ksallaaIl urusan pemeflntanan Dloarrg soslal s!(ala
kabuoaten.



SI'B SI'B BIDANG PEMERINTAHAN I(ABT'PATEN TAPIN' SUB BIDAI{G

Pelaporan pelaksanaan progrern bidang sosial skala kabupaten kepada
Menteri Dalarn Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri
Sosial.

9. fetaPoran Pelaksanaan
Program di Bidang Sosial

Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten.lo="ran" 4a; Prasarana Sosial

1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial.skala
kabupaten.

2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala
kabupaten.

3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial 'skala

kabupaten.

tt. PemUinaan Tenaga
tr'ungsional Pekerja Soslal

Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosia-l skala
kabupaten.12. Sistem Informasl

KeseJahteraan Soslal

1- Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana
kebalrtian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial.

2. Pemberian penghargaal di bidang sosial skala kabupaten.

i e. ren-ganugerahaD Tanda

1. Pelestarian Nilai-Nilai Pelestarian nilai-nilai kepatrlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nifai-
nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau
provinsi skala kabupaten.

t4. Uitai-nilai KePahlawanan,
Keperintlsan KeJuangan dan

Kesetiakawanan Soslal

Pembalgunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten.2. Pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan (TMP)

3.. Penganugerahan Gelar
Pahlau-an dan Perintis
Kemerdekaan

Penyiapan bahan kelengkapan usulan
Nasional dan Perintis Kemerdekaal.

penganugerahan gelar Pahlaw-an
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4. PenyelenggaraarL
Peringatan Hari
Pahlawan dan Hari
Kesetiakawanan Sosial
Nasional

Penan ggungi awab penyelen ggaraan Hari Pahlawarr dan H ari Kesetiakawanan
Sosial Nasional tingkat kabupaten.

Pen alggulan gan ko rban ben cana skala kabup aten.
2 . Penangg.rlangat Korban

Pemberian izin pengumpulal uang atau barang skala kabupaten.

Peneendalian moulan uans atau barans skala kabu

1.

2.

G. fengumPulan Uang atau
Barang (sumbangan Sosial)

Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten bila diperlukan.

Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kabupaten.

1.

2.

17. Undlan

Peleil<sanaan dan pengembangan ja:ninan sosial bagr penyandang cacat fisik
dan mental, lanjut usia tidak potensial terla:rtar yarag berasal dari
masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten.

tA .lamioan Soslal bagi
Pen5randang Cacat Flsik dan
Mental, dan LanJut Usia Tidak
Potensial Terlantarr YanE
berasal dari MasYarakat
Rentan dan Tidak MamPu

Pemberial rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten.19. Pengasuhan dan
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N. PEMBAGIAN I'RUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAI(ERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG SIIB SI]B BIDANG PEMERINTAI{AN IIABI'PATEN TAPIN

1. Keteaagakerjaan 1. Kebijakan,
Perencartaart,
Pembinaan, dan
Pengawasan

Pelaksanaan kebijakan pusat aan provinsi"
pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusarr
skala kabupaten.

penetapan kebijakan daerah dan
pernerintahan bidang ketenagakerjaan

Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan)
penyelenggaraan urlsarr pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupatin.

peinerintahan bidang ketenagakerjaan skalaPenanggungjawab penyelenggaraan urusan
kabupaten

Pembentukan kelembagaern sKpD bidang ketenagakerJaan di kabupaten.

Perencanaan f kota, pembinaan perencanaal tenaga kerja
}ik , ry$" 

' 
pembinaan dan penyelenggaraan- sistem

rruonnasr l<et

Pembinaan
Sumber Daya
Manusia (SDNI)
Aparatur

2-

pemerintahan

Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norrrla, standar, prosedur, d.an kriteria moniJoring
evaluasi pembin-aa1 SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang
ketenagakerj aarr skala kabupaten.

Perencanaan formasi, karir., darr diklat sDM aparatur pelaksana urusan
bidang ketenagakerjaan di kabupaten.

Pembinaan, penyelengiqaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan
-SD-M 

aparatur pelaksarra urusan p"*i.iotrhan bidang ketenagJked;an sk]ala
kabupaten.

Pengangkat?n dal pemberhenlia:r pejabat perangkat daerah yang menangani bid.ang
ketenagakerjaan skala kabupaten.

Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian peiabat firnesiona] bidans

2

3



STIB BIDAI{G SIIB SI}B BIDAI{G PEMERINTAIIAN KABUPATDN TAPIN

ketenagakerjaan di instansi kabupaten.

3- Pembinaan
Pelatihan dan
Produktivitas
Tenaga Kerja

1- Pembinaan dan penyelenggaraan pelat-ihan kerja skala kabupaten.

2.a Pelakdanaarr pelatitran dan pengukuran produktivitas skala kabupaten.

b.Pelaksanaan pro grarn peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten.

3. Penyelenggaraan peri2inanl pendaftaral lembaga pelatihan serta pengesahan
kontrak/perj anjian magang dalam negeri.

4. Koordinasi pelaksanaan sertifrkasi kompeten"l arrr akreditasi lembaga pelatihan kerja
skala kabupaten.

. Pembinaan dan
Penempatan
Tenaga Kerja
Dalam Negeri

l.a.Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dqrr
lowon$an kerja.

b.Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja
skalakabupaten.

c. Pemberian pelayanan inforrrasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan
pengguna tenaga kerja skala kabupaten.

d : Pembinaan pej ab at fun gsion al p en gantar kerj a.

e.Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kabupaten.

Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dari Lembaga
kabupaten.

endirian LPTKS da:a lembaga penyuluhan dan
egiatan skala kabupaten.
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Pemberikal rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraal parneran bursa ke.r:aljob
/air skaia kabupaten.

J-

4. Fasilitasi penerripatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skaLa
kabupaten.

5.a. Penyuluhan, Relorutmen, seleksi dan pe4gesal.an pengantar kerja, serta penempatarr
tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).

b.Penerbitan SPP AKL skala kabupaten.

6-a.Penerbitan rekomendasi iztn operasional TKS Luar Negeri, TKS
sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada I (satu) kabupaten.

b.Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS
lembaga sukarela skala kabupaten /kota.

c. Pendaftarein dan fasilitasi pembentukan TKM.

Indonesia, lembaga

dan

7_

8.

11.

Penerbitan IMTA perpanjangal untuk TKA yang lokasi kerjanya
kabupaten-

Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi
kabupaten yan g bersalgkutan.

Pelaksanaal pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasa_n
tepat glrna skala kabupaten.

Penyelenggaraar prograrn perlu asal kerj a melalui bimbingan
informal serta program padat karya skala kabupaten.

kerjalya

dalam wilayah

dalarn wilayah

dan penerapan teloeologi

usaha mandiri dan sektor

5. Pembinaan dan 1.a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKi di wilavah kabupaten.
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Penempatan
Tenaga Kerja
Luar Negeri

b.Pengawasan pelaksanaa-n rekrutmen calon TKI di wilayah

2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan
y{tg pelaksanaannya di wilayah kabupaten.

3. Penerbitan rekomendasi izin pendirial kantor cabang PPT

4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten
calon TKI.

5. Penyebarluasan sistern informasi perrempatan TKI dan p
perlindungan TKI di wilayah kabupaten.

6.a- Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala
kabupaten.

b- Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.

7.a Pembinaan, perlgawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di
kabupaten.

b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten.

8. Pelayanan kepulangan TKi yang berasal dari kabupaten.

6. Pembinaan
Hubungan
Industrial dan
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja

l.a.Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan
dalam satu wilayal. kabupaten

b.Pendaftaran PKB, pe{anjian pekerjaan antara perusahaan
perusahaan penyedia jasa pekerja/bumh yang skala berlakunya

yarg skala berlakunYa

pemberi kerja dengan
pada 1 (satu) wilaYah

kabupaten,

c. Pencatatan PKWT
kabupaten.

pada pemsahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah



SUB BIDAilG SI'B STIB BIDAI{G PEMTRINTAI{AN I(ABT'PATEN T.APIN

2.a. Penerbilan' iztn operasional perusahaarr penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di
kabupaten /kota dan pendaftaran perjaljian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja
dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/bumh yang skala berlakunya dalam 1 (satu)
wilayah kabupaten.

b.Pencabutan inn operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yrrrry berdomisili
di kabupaten/kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.

3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan
penutr:pan perusahaan di wilayah kabupaten

4. Pembinaal SDM dan lembaga penyelesaial perselisitran di luar pengadilan skala
kabupaten.

5. Pen5msunaa dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator,
arbiter di wilayah kabupaten.

6. Pendaftaran dan seleksi calon hakirn ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang
wilayahnya meliputi kabupaten-

7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten.

b.Penyrsunan dan pengusulan penetapan upah minirnum kabupaten kepada gubernur.

8-a.Pembinaan kepesertaan jarninan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten.

b.Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di pemsahaan skala kabupaten.

Pembinaan pelaksanaan sistem darr kelembagaan serta pelaku hubungan industrial9.
skala kabupaten,

1O. Verifikasi keangsotaan SP/SB skala kabu
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Pembinaan dan pengawasan pelaksanaa-n nofina ketenagakerjaan skala kabupaten.

2- Pemeriksaan/pengujian terhadap perusaliaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan
skala kabupaten.

3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala
kabuPaten.

4. Penanganan kasus/meiakukan penyidikan terhadap perusatraan dan pengusaha yang
melan ggar nofina ketenagakerj aan skala kabupaten.

5. a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten.

b.Pelaksanaan koordinasi dan audit SMKS skala kabupaten.

6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norrna ketenagakerjaan, hggiene perusahaan,
ergonomi, keselamatan kerja ya+g bersilat strategis skala kabupaten /kota.

7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norna ketenagakeq-aan,
keselamatan dan kesehatan kerja yarrg bersifat strategis skala kabupaten.

8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan

9.

10.

ketenagakerjaan skala kabupaten.

Fasilitasi pembinaan pengawasal ketenagake{ aan skala kabupaten.

11. Pencatatan orgalisasi pengusatra dan orgalisasi pekerja/buruh skala kabupaten dan
melaporkannya kepada provinsi.

12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam
lembaga-Iembaga ketenagakerjaal kabupatenlkota berdasarkan hasil verifrkasi.

7. Pembinaan
Ketenagaker-jaan

Penyele aan ketatalaksanaan asan kete eriaan ska-la kabu
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ll.Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah
danf atau pemerintah provinsi.

12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada
pemerintah.

13. Penglrsulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagake5'aan skala kabupaten
kepada Pemerintah..

14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.

C- Kehansmigra'sian 1. Kebijakan,
Perencanaan,
Pembinaan, dal
Pengawasan

1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan
pelaksariaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintatran bid.ang ketransmigrasian
skala kabuPaten-

2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang
ketransmigrasian skala kabupaten.

Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.

Pedlbentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kabupaten
berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, staldar, prosedur, dan kriteria. yang
ditetapkan pemerintah

Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten/kota, serta pembinaan dan
penyelenggaraan sistern infsrmasi ketransmigrasian skala kabupaten.

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyeleng gar aar, urusan pemerintahan
bidang ketransmiglasian skala kabupaten.

4
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l.a.Pengalokasial tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah kabupaten.

b-Pengusulan rencana lokasi pembangunarr.WPT atau LPT skala kabupaten.

c. rencana pen garatran dan perpindahan transmigrasi skala kabupaten.

2.a.Penyelesaian legalitas tanatr untuk rencana pembangunan WPT atau LPt skala
kabupaten.

b.Penetapan a-lokasi penyediaan tanah untuk rencana pdmbangunan WPT dan LPT skala
kabupaten-

1. Pelaksanaan kebijakan, pedomar., nonna, staldar, prosedur, kriteria, dan monitoring,
evaluasi pernbinaan SDM aparatur peiaksana urusan pemerintahan bidang
ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.

Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan
bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.

Pembinaan, penyelenggaraan, pengau/asan, dan pengendalian, serta evaluasi
pengembangan SDM aparatrrr pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransrnigrasian
di pemerintah daerah kabupaten.

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidalg
ketransmigrasian skala pemerintah daerah kabupaten.

5. Pembinaan, penganglratan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidalg
ketransmigrasian instansi kabupaten.

2. Pembinaan SDM
Aparatur

Penyiapan
Permuki:r.an dan
Penempatan
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3. Penyediaan data untuk pen5rusunarr rencara telcris pembangunan WPf atau LPT ska,la
kabupaten.

4. KIE ketransrnigrasian ska-la kabupaten.

5.a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT'atau
LPT skala kabrrpaten.

b-Pelayanan investasi dala:n rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.

6.a.Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten lain.

b.Pembuatan naskah kerjasama altar daerah dalam perpindahan dan penempatan
transmigrasi.

7. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.

8.a. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupaten.

b.Penetapan status caLon transmigran skala kabupaten berdasarkan kriteria pemerintah.

g. Peningt<atan ket:a-rrpilan dal keahlian calon transmigran skala kabupaten

10. Pelayanan penarnpungan calon transrriiSan skala kabupaten.

11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiaparr perrnukiman dan
penempatan transmigran di wilayah kabupaten.
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Pengembalgan
Masyarakat dan
Kawasan
Transmigrasi

4. 1. Pengusulan rencarta pengembangan

2' Sinkronjsasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WpT atau LpT dengan
wilayah sekitar dalam skala kabupaten.

3. Sinlrronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LpT dengan wilayah sekitar
dalrm skala kabupaten.

4. Sinkronisasi perneiiharaat'L dan pengembangan infrastruktur WpT atau LpT d,engan
wilayah sekitar dalam skala kabupdten

5. Sinkronisasi penyerasial pengembangan masyarakat dan kawasan wpT atau LW
dengal wilayah sekitar skala kabupaten

6.a.Penyediaan data dan inforrnasi tentang perkembangan WpT dan LpT skala kabupaten-

b.Pengusulan calon WPT atau LFT yang dapat dialihkan tanggunglawab pembinaan
khususnya dalo.n skala kabupaten

7 ' Pelaporan dan 
. 
pertanggungiawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan

kawasan transmigrasi di r,xrilayah kabupaten.

5. Pengarahan Dan
Fasilitasi
Perpindahan
Transmigrasi

l.a.Pelaksanazrn Komunikasi, Informasi,
kabupaten.

dan Edukasi (ICE)

b. Penyediaan darr pelayanan informasi ketransrnigrasian skala kabupaten.

c. Peningkatan motivasi perpindahan trarrsmigrasi skala kabupaten. '

d'Pen5ramaal persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pernbangunan
ketransmiFrasian sliala kabupaten.
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2.a.Identifikasi dan alalisis keserasian penduduk dengan daya dukung ala:n dan daya
tampung lingkungan skala kabupaten.

b.Pemilihan dan penetapan daerah d.an kelompok sasaral perpindahan transmigrasi skala
kabupaten.

c. Pen5msunal rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala
kabupaten

3. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran
transmigrasi yang serasi dan seimbang skara kabupaten

4.a.Pelayanan pendaftaran dan seieksi perpindahan tra-nsmigrasi dan penataan persebaran
transmisrasi.

b'Pelayanan pelatihari dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindaha:n transmigrasi.

c.Pelalanan penarnpungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan informasi
perpindahan transmigrasi.

d. Pelayanan pengangkuta' dalam proses perpindahan transmigrasi.

e.Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan
penempatair transmigrasi.

5. Pelaporan dan.pertanggungiawaban pelaksanaan pengarahan dan fasfitasi perpindahan
transmigrasi di wilayah kabupaterr.
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O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SI'B BIDAITG SI'B SUB BIDANG PEMERINTAIIAN I(ABI'PATEI{ TAPIN

1. Kelembagaan
Koperasi

1. Pelaksanaan kebijal<r, p.-b.
koperasi.

2. a. P engesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaian koperasi dalam
wilayah kabupaten.
(Tugas Pembantuan)

b.Fasilitasi pelaksanaan
kabupaten.

pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah

ahan AD yang menyangkut penggabullgan,
erasi dalari wilayah kabupaten /kota:si di tingkat kabupaten /kota sesuai dengan

S-a.Pembinaan dan perigawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten.

b'Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSp dan USp Koperasi di tingkat
kabupaten/kota
(Tugas Pembantuan).

2. Pemberda5raan
. Koperasi

l. Pelaksanaan kebijakan pembe,

a'Penciptaan usa-ha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan
pernerintah;

b'Bimbingap dan penyuluhan koperasi clalam pembuatan laporan tahunan KSp dan USp
dalam wilayah kabupaten;

c.Pe.mbinaqn KSp dan USp daiarn wilavah katupaten; ,
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d-Fasilitasi pelaksanaan pernbubaran dan penvelesaian akibat pembubaran KSP dan USP
dalarn wilayah kabupaten;

e.Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten /kota yang
tidak melaksanakan kewajibannya;

2- Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong.pertumbuhan dan pemasyarakatan
koperasi dalam wilayah kabupaten

3. Pemberian bimbingan dal kemudahan koperasi dalarrr wilayah kabupaten.

4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten.

3. PemberdaYaan III(M
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3.

a.Produksi;

b.Pemasaran;

c. Sumber daya manusia;

d.Teknologi.

Fasilitasi akses penjaminan datam penyediaan pembiayaan bagr
kabupaten /kota: .

a.Kredit perbankan;

b. Penjarrrinan lembaga bukan bank;

c.Modal ventura;

d.Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba EUMN;

e. Hibah;

f. Jenis pembiayaan lain.

UKM di tingkat

4. Pengawasan,
Monitoring' dan
Eualuasi

1. Pengawasan, mbnitoring, dan evaLuasi upaya pemberd.ayaan Koperasi dan UK1U
kabupaten.

dalam wilayah
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